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BVPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PPNATUNAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 79 TAHUN 2018

TENTANG
4

PEQOMAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

"t

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR, '

.bahwa untuk.melaksanakan ketentuan pasal .61 peraturan
Daerr:h Kabupaten cianjur Nomor 4'Tahun 2ols tentang
Desa perlu menetapkan peraturan Bupati tentan!
Pedoman tsadan Permusyawhratan Desa;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan' Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun ig50) sebagairnana telah
diubah'dengan Undang-Undang Nomor 4 llahun 1968
tentang Pernbentukan Kabupaten Pur-wakarta dan
Kabupaten.Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nompr 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah_
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan propinsi Jawa
Barat (Lembaran Negara ,Republik indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Ldmbaran Negara Republik
Irrdonesia Nomor 2851); :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa
lr,embaran Negara Republik Inclonesia Tahun 2Ol4
Nomor 7, Tambahan .Lembaran Negara Republili
Indonesia Nomor 5a95);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia .Tahun 2Ol4 Nomor ?44, : Tambahan
Lembaran $egara Republik' Indonesia Nomor 55g7)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor g Tahun 20Ls
tentdng Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2Ol4 tentang . Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republitr'lndonesia'lahun 2OLs
Nomor 5q, Tambahan .Lembaran Negara Republik
Ir:donesia Nomor 567 9);

I
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Menimbang

Mengingat
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Menetapkan

4.' Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah
nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Oi4
tentang' Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor L57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717\; 

t
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110

Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa
(Berita Iriegara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

PtrRATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA.

BAR I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Dalam peraturan Bupati ini yang J;X.:, dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Bupati adalah Bupati Cianjur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang meqjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, danlatau hak tradisional yang diakui
dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

5. Pemerintah Desp. adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

6. Femerintahan Desa adalhh penyelenggaraan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya lisingkat BpD,
adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang
q1..tclrvnf anrro rmarrrn^1,^- ..,^1-"11 J^-.' ^^.^l-,1,-r- n^^^ L ----r - - r
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8. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah
Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk
menyepakati ha1 yang bersifat strategis.

11.

Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai
wewenang, tugas dan kewajiban untuk' menyelenggarakan rumah
tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan
Pernerintah Daerah.

Camat adalah pemimpin dan koordinator penyeienggaraan
Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan
tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari
Bupati untuk menangarli sebagian urusan otonomi daerah, dan
menyelenggarakan tugas umumPemerintahan.

Peraturan Desa. adaiah peraturan perundang-undangan yang dibuat
oleh BPD bersama Kepala Desa.

12. Dusun adalah bagian wlayJh dalam desa yang merupakan
lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.

Pengawasan Kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan
evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.

Laporan Keterangan Penyeienggaraan Pemerintahan Desa yang
selanjutnya disingkat LKPPD atau yang disebut dengan nama lain
adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan
tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam
penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat
Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan
kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur
kewilayahan.

Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang
dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah
kerjanya, yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang
dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka
pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan, yang ditetapkan oleh
Kepala Desa.

Panitia Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang
selanjutnya disebut Panitia adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh
Kepala Desa dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Perwakilan masyarakat adalah penduduk desa yang merupakan wakil
dari wilayah Rukun Tetangga yang berhak menggunakan hak pilih
dalam proses musyawarah perwakilan.

Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah
memenuhi persyaratan untuk mehggunakan hak pilih dalam pemilihan
Anggota BPD.

9.

10.

13.

14.

15.

16.

17"

18.

t9.

20.

21.



22. Daftar Pemilih Sementara Wilayah yang selanjutnya disingkat DPSW
adaiah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih
Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbatrarui dan dicek
kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru
berdasarkan wilayah Pemilihan.

23. Daftar Pemilih Sementara Perempuan yang selanjutnya disebut DPSP
adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih
Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek
kembaii atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru
berdasarkan unsur Perempuan.

24" Daftar Pemilih, Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun
berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum
terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.

25. Daftar Pemilih Tetap Wilayah yang selanjutnya disingkat DPTW adalah
daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai
dasar penentuan identitas pernilih dan jumlah pemilih berdasarkan
wilayah Pemilihan

26. Daftar Pemilih Tetap Perempuan yang selanjutnya disingkat DPIP
adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan
sebagai dasar penentuan identitas pemiiih dan jumlah pemilih
berdasarkan unsur perempuan.

27. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia yang
meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan
pendaftaran Bakal Calon.

28. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia berupa
pelaksanaan pengisian anggota BPD melalui pemilihan langsung atau
musyawarah perwakilan sampai dengan penetapan.

29. Bakal Calon adalah orang yang dijaring oleh Panitia Pengisian anggota
BPD.

30. Calon adalah Bakal Calon yang telah diseleksi memenuhi syarat dan
ditetapkan oleh Panitia Pengisian Anggota BPD.

31. Wilayah Pemilihan adalah wilayah dalam Desa yang ditetapkan oleh
Panitia untuk menentukan pembagian jumlah alokasi anggota BpD.

32. Hari adalah hari kerja.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasai 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
a. keanggotaan BPD;
b. persiapan pengisian anggota BPD;
c. penjaringan dan penyaringan anggota BPD;
d. peresmian anggota BPD;
e. kelembagaan BPD; 

e

f. larangan anggota BPD;
g. pemberhentian anggota BPD;
h. pengisian anggota BPD antarwaktir;
i. hak, kewqjiban dan kewenangan BpD;
j peraturan tata tertib BPD; dan
k nendenqan
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(s)

(4)

BAB II

KEANGGOTAAN BPD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

(1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang

pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui:
a. musyawarah Perwakilan; atau
b. proses pemilihan secara langsung.

(2\ Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan
dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lirna) orang dan paling
banyak 9 (sembilan) orang. t
Wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan wilayah
dalam Desa yang terdiri dari wilayah dusun, RW, atau RT.

Ketentuan Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)

meliputi:
a. jumlah penduduk sampai dengan 5.000 (1ima ribu) jiwa sebanyak 5

(lima) orang anggota BPD;
b. jumlah penduduk sampai dengan 5001 (lima ribu satu) jiwa

sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa, paling sedikit 5

(lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang anggota BPD; dan
c. jumlah penduduk lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) jiwa, paiing

sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang anggota
BPD;

Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) untuk setiap Desa diatur dengan Peraturan Desa.

Penetapan jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa
dengan perhitungan skor jumlah penduduk ditambah skor kemampuan
keuangan Desa dibagi dua dcngan ketentuan:
a. jumlah anggota BPD sebanyak 5 (1ima) dengan skor 0 (nol) sampai

C.

dengan 3 (tiga);
jumlah anggota BPD sebanyak 7 (tujuh) dengan skor lebih dari 3
(tiga) sampai dengan 6 (enam); dan
jumlah anggota BPD sebanyak 9 (sembilan) dengan skor iebih dari 6
(enam).

(7) Penentuan skor jumlah penduduk yang digunakan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) adalah kondisi jumlah penduduk pada akhir
tahun sebelum tahun pelaksanaan pengisian anggota BPD dengan
ketentuan:
a. jumlah penduduk sampai dengan 2000 (dua ribu) jiwa dinilai

dengan skor 2;
jumlah penduduk 2001 (dua ribu satu) sampai dengan 5000 (1ima
ribu) jiwa dinilai dengan skor'6; dan
jumlah penduduk 5001 (lima ribu satu) jiwa ke atas dinilai dengan
skor 10.

(s)

(6)

b.

b.

C.
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(B) Penentuan skor kemampuan keuangan Desa yang digunakan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) adalah kondisi jumlah APBDesa
pada akhir tahun sebelum tahun pelaksanaan pengisian anggota BPD
dengan ketentuan:
a. jumlah APBDesa sampai dengan 1.000.000.000,- (satu milyar

rupiah) dinilai dengan skor 1;

b. jumlah APBDesa lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
sampai dengan Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta
rupiah) dinilai dengan skor 2; dan

c. jumlah APBDesa iebih dari Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima
ratus juta rupiah) dinilai dengan skor 3.

(9) Wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan wilayah
dusun.

(10) Dalam hat Desa hanya terdiri dari 1 (satu) dusun, maka wiiayah
merupakan wilayah RW. t

(11) Dalam hal Desa hanya terdiri dari 1 (satu) RW, maka wilayah
merupakan wilayah RT.

(12) Penetapan mekanisrne proses pemilihan anggota BPD sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) disepakati melalui musyawarah Desa.

(13) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (9)

diselenggarakan oleh BPD dan dihadiri oleh:
a. anggota BPD;
b. Kepala Desa dan Perangkat Desa;
c. lembaga kemasyarakatan Desa;
d. unsur perempuan; dan
e. unsur masyarakat.

Pasal 4

(1) Pengisian keanggotaan BPD, dilakukan melalui:
a. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah; dan
b. Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan.

(2) Pengisian Keanggotaan BPD dilaksanakan melalui tahapan :

a. persiapan;
b. penjaringan dan penyaringan;
c. pemilihan BPD; dan
d. peresmian.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengisian Anggota BPD

Paragraf 1

Persiapan

Pasal 5

(1) Pengisian keanggotan BPD dilaksanakan oleh panitia pemilihan
keanggotaan BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(2) Pengisian anggota BPD berdasatkan keterwakilan wilayah dilakukan
untuk memilih Calon anggota BPD dari unsur wakil Dusun atau RT
atau RW.

(3) Unsur wakil wilayah sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah masyarakat
desa dari wilayah Dusun atau RW atau RT.



Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
adalah lingkup wilayah Dusun atau RW atau RT yang ditetapkan
memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan BPD.

Alokasi jumlah anggota BPD dari masing-masing wilayah Dusun atau
RW atau RT sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan oleh
panitia secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk.

(6) Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas
meliputi :

a. menetapkan jadwal/tahapan pengisian anggota BPD;
b. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan,

mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan
pengisian keanggotaan BPD;

c" mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon;
d. menetapkan Calon yang telah memenuhi persyaratan;
e. memfasilitasi penyediaan pepalatan, perlengkapan dan tempat

musyawarah/ pemungutan suara;
memfasilitasi proses musyawarah I pemungutan suara;
menetapkan, hasil musyawarah/rekapitulasi penghitungan suara
dan mengumumkan hasil pemilihan;
menetapkan Calon anggota BPD terpilih;
menampung, memfasilitasi, mengkoordinasikan dan
menyelesaikan permasalahan terkait pelaksanaan pengisian
keanggotaan BPD;

j. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pen-iiihan; dan
k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dengan

Peraturan Desa.
l. membentuk Wilayah Pemilihan Dusun dengan menetapkan jumlah

alokasi anggota BPD yang dipe,"lukan sesuai dengan ketentuan;
m. menyusun jadwal kegiatan pengisian anggota BpD;
n. menusun dan mengusulkan rencana biaya pengisian pengisian

anggota BPD kepada pemerintah Desa;
o. menyusun tata tertib pelaksanaan penjaringan dan penyaringan

anggota BPD;
p. mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai adanya

kekosongan anggota BpD;
q. mengadakan penjaringan Bakal Calon anggota BpD;
1r. menerima dan meneliti berkas persyaratan Bakal Calon anggota

BPD;
s. menetapkan dan mengumumkan calon anggota BpD yang berhak

mengikuti proses pemilihan secara langsung atau musyawarah
perwakilan kepada masyarakat;

t. menyelenggarakan dan mempersiapkan segala sesuatu yang
berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan angora BPD secara
langsung atau musyawarah perwakilan;

tl' membuat berita acara penetapan Calon, dan berita acara hasil
pemilihan Anggota BpD; dan

v' melaporkan hasil penjaringan dan penyaringan anggota BPD kepada
Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BpD
terpilih ditethpkan panitia

(7) Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan
berjumlah gasal dengan jumlah paling banyak berjumiah 11 (sebelas)
orang yang terdiri atas unsur perangkat Desa paling banyak 3 (tiga)
orang dan unsur masyarakat paling banyak g (delapan) orang.

(4)

(s)

f.
(,
b.

h.
i.
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Paragraf 2

Penjaringan dan PenYaringan

Pasal 6

(1) Panitia pemilihan keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam

pasal 5 ayat (1) meijiiukan penjaringan dan penyaringan Bakal

caion anggota BPD datam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa

keanggotaan BPD berakhir.

(2) Hasit penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum

berakhirnya *uru keaggotlan BPD 
_ 
periode sebelumnya dan

rnerupakan Bakal calon dari Dusun yang bersangkutan.

Pasal 7

(1) Persyaratan Calon anggota BPD meliputi:
a. bertakwa kepada iuftan Yang(Maha Esa;

b. memegang iegun dan migamalkan Pancasila, melaksanakan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara

Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal lka;
c. berusia paiing rendah 20 (dua puluh) tahun atatr sudah/pernah

menikah;
d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama

atau sedetalat;
e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;

f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan

h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan'

(2) Bakal Calon anggota BPD yang memenuhi persyaratan sebagaimana

dimaksud dalam iyat (1), ditetapkan sebagai Calon anggota BPD"

Pasal B

Pemilihan Calon anggota BPD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum

masa keanggotaan BPD berakhir.

Paragraf 3

Pemilihan Anggota BPD

Pasal 9

(1) pemilihan anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah diiakukan
untuk memilih anggota BPD berdasarkan jumlah keterwakilan dari
setiap Dusun;

(2\ Pemilihan anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah
sebagaimana dimiksud dalam ayat (1) dilaksanakan terhadap Calon
yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

(3) pemilihan anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah
sebagaimana dimaksud dalam ay at (1) melalui proses musyawarah
di tingkat Dusun oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.

(4) Apabila pengisian keanggotan BPD melalui proses musyawarah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dicapai maka
penentuan Calon anggota BPD terpilih ditentukan dengan mekanisme
pemilihan langsung.
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Pasal 1O

(1) Panitia menetapkan jumlah alokasi anggota BPD berdasarkan wilayah

pemilihan dan keterwakilan perempuan'

(2\ Jumlah alokasi anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dibagi merata secara proporsional per wilayah pemilihan Dusun atau

RW atau RT dan keterwakilan perempuan'

(3) Dalam hal jumlah alokasi anggota BPD-melebihi jumlah wilayah Dusun

atau RW atau RT maka 1 liatu) alokasi kelebihannya dialokasikan

untuk perwakilan perempuan dan apabila masih ada kelebihan lainnya

ditambahkan secara merata dengan memprioritaskan wilayah Dusun

atau RW atau RT yang memiliki jumlah penduduk lebih banyak.

(4) Dalam ha1 jumlah alokasi anggota BPD sama dengan jumlah wilayah

Dusun maka alokasi dari wilayah Dusun yang jumlah penduduknya
paling sedikit menjadi alokaii, untuk perwakilan perempuan dan

wilayah Dusun atau RW atau'RT tersebut digabungkan menjadi 1

(satu) wilayah pemilihan dengan Dusun atau RW atau RT yang

memiliki jumlah penduduk paling sedikit berikutnya'

(5) Dalam ha1 jumlah alokasi anggota BPD kurang dari jumlah wilayah

Dusun maka terlebih dahulu mengalokasikan 1 (satu) alokasi untuk
perwakilan perempuan dan alokasi selebihnya dibagi kepada wilayah
Dusun atau RW atau RT atau gabungan Dusun atau RW atau RT

secara proporsional dengan mempertimbangkan jumiah penduduk
Dusun atau RW atau RT.

(6) Pemilihan anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan untuk
memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota BPD'

(7) Wakil perempuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

merupakan perempuan warga Desa yang memenuhi syarat serta

memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangan
kepentingan perempuan dan telah ditetapkan sebagai Caion oleh
Panitia pengisian pemilihan.

(8) Pemilihan anggota BPD berdasarkan keterwakilan perempuan

sebagaimana dlmaksud dalam Ayat (1) melalui proses musyawarah
di tingkat desa oleh anggota pendidikan kesejahteraan keluarga, pos

pelayJnan terpadu, atau organisasi perempuan lainnya di tingkat
Desa yang diakui keberadaannya secara formal dan merupakan bagian
dari lembaga kemasyarakatan Desa.

(g) Apabila pengisian keanggotaan BPD melalui proses musyawarah
sebagaimut a- dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat dicapai maka
penentuan Calon anggota BPD terpiiih ditentukan dengan mekanisme
pemiiihan langsung oleh peserta musyawarah.

Pasal 1 1

Tata cara musyawarah dan pemiiihan langsung anggota BPD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Desa. a

Pasal 12

(1) Calon anggota BPD terpilih berdasarkan hasil musyawarah atau
melalui pemilihan langsung, disampaikan oleh Panitia kepada
Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota BPD
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(2)

(1)

(2)

calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

rlisampailian oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling

lama 
-7 

(tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari Panitia

pengisian untuk diresmikan oleh Bupati'

Paragraf 4

Penetapan Mekanisme Pemilihan

Pasal 13

Penetapan Mekanisme Pemilihan anggota BPD disepakati melalui

Musyawarah Desa.

Musyawarah Desa sebagimana dirnaksud dalam ayat (1)

diseienggarakan oleh BPD dan dihadiri oleh:
a. anggota BPD;
b. Kepala Desa dan Perangkat Desa;
c. lembaga kernasyarakatan desa;
d. unsur perempuan; dan
e. unsur masyarakat.

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf e

antara lain terdiri atas:
a. tokoh adat;
b. tokoh agama;
c. tokoh masyarakat;
d. tokoh pendidikan;
e. perwakilan kelompok tani;
f. per-wakilan kelompok nelayan;
g. perwakilan kelompok peranjin;
h. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan
i. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.

Dalam hal penetapan mekanisme pemilihan dilaksanakan pada saat
anggota BPD sudah berakhir masa jabatannya, maka Musyawarah Desa
sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah
Desa yang waktu pelaksanaannya bersama dengan penetapan Panitia
pengisian anggota BPD.

Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan
untuk memilih dan menyepakati salah satu diantara mekanisme
pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dengan
mempertimbangkan kondisi masyarakat dan kemampuan keuangan
Desa.

F{asil kesepakatan mekanisme pemilihan anggotan BPD dituangkan
dalarn Berita Acara dan menjadi dasar Panitia dalam pelaksanaan
pengisian Calon anggota BPD.

Paragraf 5

Peresmian Anggota BPD

PasaL l4
Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling
lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan
anggota BPD dari Kepala Desa.

Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), muiai
berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.

(s)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2\
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(3)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2\

(l)

(2)

Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau
peja-bat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD-

Pasal 15

Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak
tanggal pengucapan sumpah/janji.

Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dipilih
untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-
turut atau tidak secara berturut-turut.

Masa keanggotaan 3 (tiga) kali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),

dihitung termasuk masa keanggotqan sebagai anggota Badan
Perwakilan Desa.

Pasal 16

Anggota BPD sebelum memar{gku jabatannya bersumpah/berjanji
Secara bersama dihadapan masyarakat dan dipandu oieh Bupati atau
pejabat yang ditunjuk.

Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut :

"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/be{anJi bahwa saya akan
memenuhi kewajiban Saya selaku anggota Badan Permusyawaratan
Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;
bahwa saya akan selalu taat daiam mengamalkan dan
mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya
akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala
peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang
beriaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 17

(1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), didampingi oleh rohaniawan
sesuai dengan agamanya.

Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), anggota BPD yang beragama:
a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Al1ah saya bersumpah";
b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa "Demi

Tuhan saya berjanji" dan diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan
menolong saya";

c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha"; dan
Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa".

d. Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara
pengucapan sumpah /jarai.

Pasa1 18

Anggota BPD yang telah nrelaksanakan sumpah dan janji
sebagaimana dimaksud dalam Ppsal 15 ayat (1), mengikuti pelatihan
awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Felatihan awal tugas bagi anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dapat diselenggarakan oleh dinas teknis yang membidangi
urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maupun Kecamatan.

(2)
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(3) Untuk meningkatkan kapasitas anggota BPD, Pemerintah Desa dapat
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota BPD yang
dibebankan pada APBDesa.

BAB III

KtrLEMBAGAAN BPD

Pasal 19

Kelembagaan BPD terdiri atas:
a. pimpinan; dan
b. bidang.

Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri
atas:
a. 1 (satu) orang ketua;
b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
c. 1 (satu) orang sekretaris. t

Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdiri atas :

a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan
kemasyarakatan; dan

b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
c. Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dipimpin oleh ketua

bidang.

Pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2) dan ayat (3) merangkap sebagai anggota BPD.

Pasal 20

Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1

(satu) orang staf administrasi BPD.

Tenaga staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
merupakan pekeqja Desa yang dipekerjakan oleh Kepala Desa untuk
mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD.

Pengangkatan pekerja Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) atas
usulan BPD berdasarkan perjanjian kontrak 1 (satu) tahun dengan
Kepala Desa dan dapat diperpanjang kembali.

Yang dapat diangkat sebagai pekerja Desa merupakan warga Desa
setempat yang berusia paling rendah 18 (deiapan belas) tahun dan
memiliki kemampuan teknis administrasi.

Tenaga staf administrasi BPD sebagaimhna dimaksud dalam ayat (i)
menerima penghasilan dari APBDes yang bersumber crari Pendapatan
Asli Desa serta tidak menerima penghasilan tetap aparatur Pemerintah
Desa.

Dalam hal kemampuan keuangan Desa tidak memungkinkan untuk
mengangkat tenaga staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1), Kepala Desa dapat memperbantukan salah satu
Perangkat Desa dari staf seksi pemerintahan yang ditetapkan dengan
surat tugas Kepala Desa. 

{

Dalam hai tidak terdapat staf Seksi Pemerintahan sebagaimana
climaksud dalam ayat (31, maka tugas tenaga staf administrasi BPD
dilaksanakan oleh Kepala Seksi Pemerintahan.

(1)

(2)

(s)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(s)

(6)

(7)
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Pasal 2 1

(1) Pimpinan BPD'dan ketua bidang beserta anggotanya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD
secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.

(2) Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) untuk pertama kali dipimpin oleh anggota
tertua dan dibantu oieh anggota termuda.

(3) Rapat pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (21 dilaksanakan
paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan
sumpah/janji.

(4) Rapat pemilihan pimpinan dan/atau ketua bidang berikutnya karena
pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau
pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

Pasal 22

(1) Pimpinan dan ketua bidang beserta anggotanya sebagaiamana dimaksud
dalam Pasal 19 ayat (1) yang terpilih, ditetapkan dengan Keputusan BPD.

(2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mulai berlaku
setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.

Bagian Kedua

Femberhentian Anggota BPD

Pasa1 23

(1) Anggota BPD berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. mengundurkan diri; atau
c. diberhentikan.

(2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

huruf c, apabila:
a. berakhir masa keanggotaan;
b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau

berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan
tanpa keterangan apapun;

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
d. tidak melaksanakan kewajiban;
e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
f. melanggar sumpah ljanjijabatan dan kode etik BPD;
g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena meiakukan
tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau
lebih;

h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya
yang menjadi tugas dan kewajibannya paling banyak 6 (enam)
kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;

i. adanya perubahan status Desa menjadi keiurahan, penggabungan
2 (dua) Desa atau lebih, menjadi 1 (satu) Desa baru,
pemekaran atau penghapusan Desa;

j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

(3) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD
berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala
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(6)

(7)

(B)

(JJ

(4)

(1)

(2)

(4) Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada
Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul
pemberhentian.

(5) Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggoia BPD kepada
Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian.

Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga
puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD.

Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam
ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Dalam hal pimpinan BPD tidak mengusulkan dan latau Kepala Desa
tidak menindaklanjuti usuian pemberhqntian, Bupati dapat melakukan
peresmian pemberhentian.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Sen{entara Anggota BPD

" 
Pasal 24

Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati set:lah dinyatakan
sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat
5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati seteiah
ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi,
terorisme, makar, danf atau tindak pidana terhadap keamanan
negara.

Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan
sebagai pimpinah BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan
BPD.

Datram hal pimpinan BPD diberhentikan sebagai pimpinan BPD
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), pimpinan BPD lainnya
rnemimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antar"waktu.

Pasal 25

Anggota BPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), diberhentikan oleh Bupati
setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Anggota BPD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), setelah melalui proses
peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paiing
lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan
diterima oieh Anggota BPD, Bupati merehabilitasi dan
mengaktifkan kembali keanggotaan BPD yang bersangkutan sebagai
Anggota BPD sampai dengan akhir masa jabatannya.

Bagian Keempat
Pengisian Anggota BPD Antarwaktu

Pasal 26

Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh Calon
anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan

(1)

()\

(1)
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(2) Dalam hal Calon anggota BPD nomor urut berikutnya sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) meninggal dunia, mengund.rrkan diri atau
tidak lagi memenuhi syarat sebagai Calon anggota BPD, digantikan
oleh Calon anggota BPD nomor urut berikutnya.

Pasal 27

(1) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan
antarwaktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan usulan nama
Calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati
melalui Camat.

(2) Paling lama 7 ,(tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD
yang diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), Camat menyampaikan usulan nama Calon pengganti anggota BPD
yang diberhentikan kepada Bupati.

(3) Bupati meresmikan Calon Bengganti anggota BPD menjadi
anggota BPD dengan Keputusah Bupati paling lama 30 (tiga
puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD
dari Kepala Desa.

(4) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) mulai
berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati
atau pejabat yang ditunjuk.

(5) Pengambilan sumpah/janji anggota BPD antar waktu sebagaimana
ayat (4) dapat dilaksanakan oleh Camat.

(6) setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam
ayat (4) dilanjutkan penandatanganan berita acara
pengucapan sumpah /janji.

Pasal 28

(1) Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa
jabatan anggota BPD yang digantikannya.

(2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung 1

(satu) periode.

Pasal 29

(1) Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa
masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

2) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kosong
sampai berakhirnya masa jabatan anggota BpD.

Dalam hal penggantian antarwakftff:ta BpD tidak dapat ditaksanakan
karena Calon anggota BPD nomor urut berikutnya yang memperoleh suara
terbanyak telah habis atau tidak bersedia menjadi anggota BPD antar waktu
sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (2), maka keanggotaan BpD
kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BpD.

Pasal' 31

Pendanaan pelaksanaan kegiatan pengisian anggota BpD maupun anggota
BPD antar waktu dibebankan dalam ApBDes.
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Bagian Kelima

Larangan Anggota BPD

Pasal 32
Anggota BPD dilarang :

a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat
Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;

b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang,
dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan
atau tindakan yang akan dilakukannya;

c. menyalahgunakanwewenang;
d. melanggar sumpah/jarUi ja!.atan;
e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa;
f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Ind.onesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan jpbatan lain yang ditentukan dalam
peraturan perundangan-undangan;

g. sebagai pelaksana proyek Desa;
h. menjadi pengurus partai poiitik; danlatau
i. menjadi anggota danlatau pengurus organisasiterlarang.

BAB IV

FUNGSI DAN TL]GAS BPD

Bagian Kesatu

Fungsi BPD

Pasal 33

BPD berfungsi:
a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama

Kepala Desa;
b. menampung dan menyaiurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
c. melakukan pengawasan kinerja KepalaDesa.

Bagian Kedua

Tugas BPD

Paragraf 1

Umum

Pasal 34

BPD bertugas:
a. menggali aspirasi masyarakat;
b. menampung aspirasi masyarakat;
c. mengelola aspirasi masyarakat;
d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
e. menyelenggarakan Musyawarah BPD;
f. menyelenggarakan Musyawarah Desa;
g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
h. menyelenggarakan Musyawarah, Desa khusus untuk pemilihan

Kepala Desa antarwaktu;
i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala

Desa;
j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan

Desa:



t7

1. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah
Desa dan lembaga Desa iainnya; dan

m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Paragraf 2

Penggalian Aspirasi Masyarakat

Pasal 35

(1) BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat.

(2) Penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud daiam ayat (1), dapat
dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa
termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan
khusus, perempuan, kelompok marjinal.

(3) Penggalian aspirasi dilaksJnakan berdasarkan keputusan
musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD.

4\ Pelaksanaan penggalian aspirasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

menggunakan panduan kegiatan paling sedikit rnemuat maksud,
tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan.

(5) Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam
musyawarah BPD.

Paragraf 3

Menampung Aspirasi Masyarakat

Pasal 36

(1) Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat
dilakukan di sekretariat BPD.

(2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1),
diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Paragraf 4

Pengelolaan Aspirasi Masyarakat

Pasal 37

(1) BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa meialui
pengadministrasian dan perumusan aspirasi.

(2) Pengadministrasian aspirasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
berdasarkan pembidangan yang meliputi:
a. bidang pemerintahan Desa;
b. bidang pembangunan Desa;
c. bidang pemLiinaan kemasyarakatan Desa; dan
d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa.

(3) Perumusan aspirasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat
Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka
mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintalian yang baik
dan kesejahteraan masyarakat Desa.
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(2)

Paragraf 5
Penyaluran Aspirasi Masyarakat

Pasal 38
(1) BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau

tulisan,

Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan
dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh BpD dalam
BPD yang dihadiri Kepaia Desa.

(3) Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui surat dalam
rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan PemerintahanDesa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau
penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasai dari usulanBPD. t

Paragraf 6
Penyelenggaiaan Musyawarah BpD

Fasal 39
Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan
Keputusan BPD terhadap hal yang bersifat strategis.
Ha1 yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
meliputi:
a. musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan peraturan

Desa;
b. evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa;c. menetapkan peraturan tata tertib BpD; dand. usulan pemberhentian anggota BpD.

(3) BPD menyelenggarakan musyawarah BpD dengan mekanisme,
sebagai berikut:
a. musyawarah BpD dipimpin oieh pimpinan BpD;b' musyaw^arah BPD dinyatakan 

-salr, 
apabila dihadiri oleh paling

sedikit 213 (dua pertiga) dari jumlah anggota BpD;c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah
guna mencapai mufakat;

d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan
keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d
dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit % (satu
perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BpD yang hadir;
dan

f. hasil musyawarah BpD ditetapkan dengan Keputusan BpD dan
dilarnpiri notulen musyawarah yang dibuat oleh s-ekretaris BpD.

Paragraf 7

Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 4O

(1) Musyawarah Desa disetenggarakiln oleh BPD yang difasilitasi oieh
Pemerintah Desa.

(2) Musyawarah* Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikutioleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masvarakat Desa untrrk

sebagaimana
musyawarah

(1)

(2)
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(3) Penetapan kebijakan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2), meliputi:
a. penataan Desa;
b. perencanaan Desa;
c. kerja sama Desa;
d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
e. pembentukan BUM Desa;
f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
g. kejadian luar biasa.

(4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdiri atas:
a. tokoh adat;
b. tokoh agama;
c. tokoh masyarakat;
d. tokoh pendidikan;
e. perwakilan kelompok tani;
f. perwakilan kelompok perajin; /
g. perwakilan kelompok perempuan;
h. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak; dan
i" perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.

(5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4),
Musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai
dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

(6) Musyawarah Dega sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibiayai dari
APDes.

Paragraf 8
Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

Pasatr 41

(1) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa serentak dan
panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

(21 Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan BPD.

Pasal 42
(1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) terdiri dari

perangkat Desa dan unsur masyarakat.

(2) Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan beban tugas dan
kemampuan pembiayaan.

(3) Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggungjawab
kepada BPD.

(4) Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban
dapat diberhentikan dengan KeputusanBPD.

Paragraf 9
Pe nye le nssaraan M u syaw arah 

?nXffir;11. 
Untuk Pe m ilih an Ke p ata

Pr"ut +S

(1) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa khusus untuk pemiiihan
Kepala Desa antarwaktu.
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(2) Penyelenggaraan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dilakukan untuk mengesahkan calon Kepala Desa yang
diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Kepala Desa
terpiiih.

(3) Forum Musyawarah Desa menyampaikan calon Kepala Desa
terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) kepada panitia
untuk disampaikan kepada BPD.

Pasal 44

BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 43 ayat (3) kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak
diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari panitia pemilihan.

Paragraf 1O

Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa

Pasd +5

(1) BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan
Peraturan Desa yang diajukan BPD dan/atau Kepala Desa.

{2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD.

(3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam
musyawarah internal BPD paling lama 10 (sepuluh) hari ker.y'a
terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.

(4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) antara BPD dan Kepala Desa untuk
pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
pelaksanaan musyawarah internal BPD.

(5) Setiap pembahasan rancangan Pcraturan Desa dilakukan pencatatan
proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pasal 46

(1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan
Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama
tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang
tidak disepakati.

{2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat
disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lama
7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembatrasan terakhir untuk
mendapatkan evaluasi danpembinaan.

(3) Tindak lanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2) dapat berbentuk:
a. penghentian pembahasan; atau
b. pembinaan untuk tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan

rancangan Peraturan Desa. d

t4) Tindak lanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) huruf b, dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang
ditunjuk Bupati.'
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Paragraf 1 1

Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Pasal 47

(i) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.

(2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dilakukan melalui:
a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
b. pelaksanaan kegiatan; dan
c. peiaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(3) Bentuk pengawasan BPD' sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

berupa monitoring dan evaluasi.

Pasal 48

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47 ayat (1), menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragraf 12

trvaluasi Laporarl Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 49

(1) BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.

(2) Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud daiam ayat (1), merupakan
evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.

(3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan
berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas
dan objektif.

(4) Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) meliputi:
a. capaian pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah

Desa, Rencana Keda Pemerintah Desa dan APBDesa;
b. capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah

Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Daerah;
c. capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. prestasi Kepala Desa.

(5) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud da.lam ayat (1)
merupakan bagian dari laporan kiner.l'a BPD.

Pasal 5O

(1) BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lama 10 (sepuluh) hari ker;'a
sejak LKPPD diterima.

(2) Berdasarkan hasii evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) BPD
dapat:
a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
b. meminta keterangan atau inforrhasi;
c. menyatakan pendapat; dan
d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.

(3) Dalam hal Kepaia Desa tidak memenuhi permintaan BPD
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, BPD tetap
rnelqnirrflzan hrrreAo nenrrplpooion o.r^lrraoi T LTDDT.\ r{a-ra- 

-o*}ro-.i1,^-
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(4) Evaluasi LKPPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi
bagian dari laporan kinerja BPD.

Paragaraf 13

Menciptakan Hubungan Kerja Yang Harmonis Dengan Pemerintah Desa
dan Lembaga Desa Lainnya

Pasal 51

(2) Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis
dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, BPD dapat
mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk forum
komunikasi antar kelembagaan Desa.

(3) Forum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur
Ketua/Kepala kelembagaan Desa yang telah terbentuk.

(3) Forum sebagaimana dimaksud 'dalam ayat (2), ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa.

(4) Tugas forum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di
Desa.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN, DAN WEWENANG BPD

Bagian Kesatu

Hak BPD

Paragraf 1

Umum

Pasal 52

BPD berhak:
a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan

Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,
dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan

c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya
dari APBDesa.

Paragraf 2

Pengawasan

Pasal 53

(1) BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi
pelaksanaan tugas Kepala Desa.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagiamana dimaksud dalam ayat (1)
terhadapperencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan
Pemerintahan Desa. 4

Paragraf 3

Pernyataan Pendapat

Pasal 54
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(2)

(3)

(4)

(2)

(3)

(1)

(1)

(2)

(s)

Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),

merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat
dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan melalui
pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan
Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD.
Keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

berdasarkan hasil musyawarah BPD.

Paragraf 4

Biaya Operasional

Pasal 55

(1) BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari
APBDesa

Biaya operasional sebagaima,pa dimaksud dalam ayat (1)

digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD'

Alokasi biaya operasional . sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

dengan memperhatikan komponen kebutuhan oDerasional dan
kemampuan Keuangan Desa.

Bagian Kedua

Hak Anggota BPD

Pasal 56

Anggota BPD berhak:
a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
b. mengajukan pertanyaan;
c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
d. memilih dan dipilih; dan
e. mendapat tunjangan dari APBDes.

(2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a
sampai dengan huruf d, digunakan dalam musyawarah BPD.

(3) Selain hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) BPD berhak:
a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan

pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan
lapangan seperti studi banding yang dilakukan di dalam negeri;
dan

b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat,
dan Pemerintah Daerah bagi pimpinan dan anggota BPD
yang berprestasi.

Pasal 57

Pimpinan dan 'anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh
tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e.

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi
tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya.

Tunjangan pelaksanaan tugas dart fungsi sebagaimana climaksud dalam
ayat (2) merupakan tunjangan kedudukan.

Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)
merupakan tunjangan kinerja.

(4)
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(1)

(2)

(3)

(4)

(s)

(i)

(21

(3)

(4)

Pasal 58

Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana drmaksud dalam
Pasal 57 ayat (3), diberikan berdasarkan kedudukan anggota daiam
kelembagaan BPD.

Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4),

dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja.

Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

bersumber dari pendapatan asli Desa.

Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Besaran tunjangan kineda BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

disepakati bersama antara anggota BPD dengan Pemerintah Desa pada
saat Pembahasan Rancangan APBDes untuk disampaikan kepada
Bupati melalui Camat. t

Pasal 59

Tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam
pasal 57 ayat (3) diberikan kepada Anggota BPD berdasarkan
kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD.

Pemberian tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) diberikan setiap bulan terhitung sejak tanggal
pelantikan sampai dengan habis masa jabatannya dengan ketentuan
sebagai berikut:
a. Anggota BPD yang dilantik sampai dengan tanggal 15 (lima belas),

maka yang bersangkutan berhak mendapatkan tunjangan
kedudukan pada bulan tersebut.

b, Anggota BPD yang dilantik setelah tanggal 15 (lima belas), maka
yang bersangkutan berhak mendapatkan tunjangan kedudukan
pada bulan berikutnya.

c. Anggota BPD yang habis masa jabatannya sampai dengan tanggal
31 (tiga puluh satu), maka yang bersangkutan berhak
mendapatkan tunjangan kedudukan pada bulan tersebut.

Anggota BPD yang diberhentikan karena habis masa jabatan dapat
diberikan penghargaan berupa uang sesuai dengan kemampuan
keuangan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa bersumber dari
pendapatan asli Desa.

Anggota BPD yang berhenti karena permintaan sendiri atau
diberhentikan karena berhalangan tetap atau tidak lagi memenuhi
syarat sebagai anggota BPD atau melanggar larangan anggota BPD
atau diberhentikan tidak dengan hormat tidak dapat diberikan
penghargaan.

(5) Anggota BPD yang diberhentikan sementara, diberikan tunjangan
sebesar 50 '/" (lima puluh per seratus) dari nilai tunjangan yang
seharusnya. 4

(6) Anggota BPD yang meninggal dunia sebelum habis masa jabatannya,
dapat diberikan uang santunan sebesar paling banyak 3 (tiga) bulan
dari tunjangan yang diterimakan kepada ahli warisnya pada APBDesa
Perubahan atau APBDesa tahun anggaran berikutnya.
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(7) ggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersumber dari
Anggaran Dana Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut:
a. Anggaran Dana Desa yang berjumlah sampai dengan Rp

500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak
5% (lima per seratus);

b. Anggaran Dana Desa yang berjumlah lebih dari Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 700.000.000,00 (tujuh
ratus juta rupiah) digunakan antara Rp 25.000.000,00 (dua puluh
lima juta rupiah) sampai dengan paling banyak 4o/o (empat per
seratus);

c. Anggaran Dana Desa yang berjumlah lebih dari Rp 700.000.000,00
(tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu
milyar rupiah) digunakan antara Rp 28.000.000,00 (dua puluh
delapan juta rupiah) sampai dengan paling banyak 3% (tiga per
seratus); dan

d. Anggaran Dana Desa yang berjumlah lebih dari Rp
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) digunakan antara Rp
30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan paling
banyak 2o/o (dua per seratus).

(B) Besaran tunjangan kedudukan anggota BPD diatur sebagai berikut:
a. Ketua BPD diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa;
b. Wakil Ketua BPD diberikan paling sedikit 80% (delapan puluh

perseratus) dan paJing banyak 90% (sembilan puluh per seratus) dari
tunjangan kedudukan ketua BPD per bulan;

c. Sekretaris BPD diberikan paling sedikit TOoh (tujuh puluh
perseratus) dan paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari
tunjangan kedudukan ketua BPD per bulan;

d. Ketua Bidang diberikan masing-masing paling sedikit 600/0 (enam
puluh per seratus) dan paling banyak 70 (tujuh prrluh perseratus)
dari tunjangan kedudukan Ketua BPD; dan

e. Anggota BPD diberikan masing-masing paling sedikit 5O%o (lima
puluh perseratus) dan paling banyak 60 (enam puluh per seratus)
dari tunjangan kedudukan ketua BPD per bulan.

(9) Tunjangan kinerja anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam pasal
57 ayat (a) dapat diberikan dalam ha1 terdapat penambahan beban
kerja yang bersumber dari pendapatan asli Desa.

(10) Besaran tunjangan kinerja anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam
ayat (9) diberikan berdasarkan perhitungan penambahan beban kerja.

(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai penambahan beban kerl'a anggota
BPD diatur dengan Peraturan Desa.

(12) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud da-lam pasal 57 avat (2)
disepakati bersama antara anggota BPD dengan Pemerintah Desa pada
saat Pembahasan Rancangan APBDesa untuk dievalrasi oleh Camat
atas nama Bupati.

(13) Rincian besaran tunjangan kedudukan anggota BPD dan Rincian
Besaran Tunjangan Kinerja Anggota BPD ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa setiap tahunnya.

Pasal 60
Pembiayaan pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
56 ayat (3) huruf a, bersumber dari Anggaran pendapatan Belanja
Negara, Anggaran Pendapatan Belanja provinsi Jawa Barat, Anggaran



26

Pasal 61

(1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota
BPD yang diberikan pada tingkat Kabupaten dalam 2 (dua) kategori:
a. kategori pimpinan; dan
b. kategori anggota.

(2) Pengaturan pelaksanaan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Penghargaan kategori pimpinan BPD diberikan kepada pimpinan

BPD yang teiah melaksanakan tugas pengabdian selama 6 tahun
sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara
berturut-turut serta.. memiliki dedikasi yang tinggi dalam
melaksanakan tugas dan kewajibannya selama menjadi pimpinan
BPD.

b. Penghargaan kategori anggota BPD diberikan kepada anggota BPD
yang telah melaksanakan lugas pengabdian selama 6 tahun
sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara
berturut-turut serta memiliki dedikasi yang tinggi dalam
melaksanakan tugas ddn kewajibannya seiama menjadi anggota
BPD.

c. Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
huruf b diusulkan oleh Camat kepada Bupati melalui Dinas yang
menangani pemberdayaan masyarakat dan Desa.

(3) Salah satu aspek sebagai indikator penilaian dalam pemberian
penghargaan adalah laporan kinerja BPD secara tertulis kepada Bupati
melalui Camat yang selalu disampaikan tepat waktu, maupun laporan
kinerja BPD yang selalu disampaikan kepada Kepala Desa dan forum
Musyawarah Desa secara tertulis dan/atau lisan selama menjadi
pimpinan dan anggota BPD.

(4) Bupati dapat membentuk tim teknis untuk melakukan evaluasi kinerja
BPD sebagaimana dimaksud dalarn ayat (3).

(5) Bentuk penghargaan yang diberikan Bupati kepada pimpinan dan
anggota BPD dapat berupa piagam penghargaan dan/atau uang
pembinaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 62
(1) Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), diberikan pada tingkat nasional,
provinsi dan Daerah dalam 2 (dua) kategori:
a. kategori pimpinan; dan
b. kategori anggota.

(2j Pengaturan pelaksanaan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Ketiga

Kewajiban Anggota BPD

Pasal 63

Anggota BPD wajib:
a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta
rnernnerfqhqnlzqn rlan mamolil-'a-^ l,arr*rrL'^- l\Ta^^-^ T1^-^+,"^-
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b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi,
kr:lornpok, danf atau golongan;

d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;

e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga
Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan

f. mengawai aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan
kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori
penyeienggaraan Pemerintahan Desa Lrerdasarkar- tata kelola
pemerintahan yang baik.

Bagian Keempat

Laporan Kir:eqja BPD

Pasal 64

(1) Laporan kinerja BPD merupakan'laporan atas pelaksanaan tugas BPD
dalam 1 (satu) tahun anggaran.

(2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat
dengan sistematika:
a. dasar hukum;
b. pelaksanaan tugas; dan
c. penutup.

(3) Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalur Camat serta
disampaikan kepada Kepala Desa dan forum Musyawarah Desa secara
tertulis dan atau lisan.

(4) Laporan kinerja BPD sebagaiinana dimaksud dalam ayat (1)

disampaikan paling iama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun
anggaran

Pasa1 65
(1) Laporan kineda BPD yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3), digunakan Bupati untuk evaluasi
kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(2\ Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum Musyawarah
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3),
merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD
kepada masyarakat Desa.

Bagian Kelima

Kewenangan BPD

Pasal 66

BPD berwenangl
a. mengadakan pertemuan dengan mayarakat untuk mendapatkan

aspirasi; rb. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara
lisan dan tertulis;

c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa

keoada Pemerintah Desa :
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f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa,

dan pemberdayaan masyarakat Desa;
mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan
kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori
penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola
pemerintahan yang baik;
menyusun peraturan tata tertib BPD;
menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil
kepada Bupati melalui Camat;
menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD

secara tertulis kepada .Kepala Desa untuk dialokasikan dalam
Rencana APBDeS;
rnengelola biaya operasional BPD;
mengusulkan pembentukan forum komunikasi antar kelembagaan
Desa kepada Kepala Desa; dan t
melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka
monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

l.

BAB VI

PERATURAN TATA TERTIB BPD

Pasal 67

(1) BPD menyusun Peraturan BPD tentang tata tertib BPD.

(2) Peraturan BPD tentang tata tertib BPD sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD.

(3) Peraturan BPD tentang tata tertib BPD sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) paling sedikit memuat:
a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
c. waktu musyawarah BPD;
d. pengaturan'mengenai pimpinan musyawarah BPD;
e" tata cara musyawarah BPD;
f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD;

dan
g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.

(4) Pengaturan rnengenai waktu musyawarah sebagainrana dimaksud
dalam ayat (3) huruf c, meliputi:
a. pelaksanaan jam musyawarah;
b. tempat musyawarah;
c. jenis musyawarah; dan
d. daftar hadir anggota BPD.

h.
i.

1.t\-.

i.

rn.

(5) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah
dimaksud dalam ayat (1) huruf d, meliputi:
a. penetapan pimpinan musyawarah dalam

anggota hadir lengkap;
b. penetapan plmpinan musyawarah dalam

berhalangan hadir; ,

c. penetapan pimpinan mr.lsyawarah dalam hal ketua dan wakil
ketua berhalangan hadir; dan

d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai
dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian
anggota BPD antarwaktu.

BPD sebagaimana

hal pimpinan dan

hal ketua BPD
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Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3) huruf e, meliputi:
a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.

Pengaturan rnengenai tata laksana dan hak menyatakan
pendapat BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf f, meliputi:
a. pem'berian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan

BPD;
c. pemberian pandangan'akhir atas jawaban atau pendapat Kepala

Desa; dan
d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada

Bupati.

Pengaturan mengenai penyusrr{un berita acara musyawarah BPD
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf g, meliputi:
a. penyusunan notulen rapat;
b. penyusunan berita acara;
c. format berita acara;
d. penandatanganan berita acara; dan
e. penyampaian berita acara.

Pengaturan mengenai pearturan 1,ata tertib BPD dibuat sesuai dengan
kebutuhan dan kondisi Desa.

RAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 68
(1) Pembinaan dan pengawasaan terhadap pelaksanaan peran BpD

dalam penyeienggaran Pemerintahan Desa diiaksanakan oleh Bupati.
(2) Bupati mendelegasikan kewenangan pembinaan dan pengawasan

sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) kepada camat danlatau
perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang pembinaan
dan pengawasan Pemerintahan Desa.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
meliputi:
a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
b" Memfasilitasi penyelesaian permasalahan hubungan kerja

antara BPD dengan pemerintahan Desa dan lembaga 1ainnya.
c. memberikan bimbingan, pemantau, evaluasi, pelaporan dan

supervisi pelaksanaan kebijakan;

melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan
tertentu; dan
memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota
BPD.

(7)

(B)

(e)

d.

e.
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BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 69

Pendanaan pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan pada:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
c. APBDes; dan
d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETtrNTUAN LAIN-LAIN

Pasal 70

(1) Format jenis buku administrasi BPD dan laporan kinerja BPD
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

(2\ Format jenis kelengkapan administrasi terkait pengisian anggota BPD
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7 1

(1) Anggota BPD dari Desa yang mengalami perubahan status Desa
menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi
1 (satu) Desa, pemekaran atau penghapusan Desa, diberhentikan
dengan hormat dari jabatannya.

(2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberi
penghargaan danlatau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan
Daerah.

Pasal T2

(1) Dalam hal pengisian keanggotaan BPD tidak dapat dilaksanakan tepat
waktu karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan,
pengisian keanggotaan BPD dapat ditangguhkanlditunda untuk
paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Usulan penundaan pelaksanaan pengisian keanggotaan BPD,
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh kepala Desa
kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Musyawarah Desa.

(3) Dalam hal adanya penundaan pelaksanaan pembentukan
keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), susunan
keanggotaan BfD masih diisi oleh anggota lama.

BAB X

KETENTUAN PtrRALIHAN

Pasal 73

Keanggotaan BPD yang sudah ada sebelum diundangkannya Peraturan
Bupati ini tetap melaksanakan tug4s sampai selesai masa jabatannya
dan menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling
lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
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, 

KETEYVTUAN PtrNUTUP

D , Pasal Z4
Pada saat Peratu.rat: Bupati ini mulai berlaku, peraturan Bupati CianjurNomor *20 Tahuri 2006 tentang Petunjuk Pelakshnaan peraturan DaerahNomor 0 7 Tahun 2A06 tentang Badan Permusyawaratan. Desa (Berita
Da-e1ah Kabupaten Ciairjur Tahun 2006 Nomor 20), dicabut dan dinyatakantidak berlaku.

pasat 75
Peraturan Bupati ini mulai. berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan .penempatannya dalam Berita Daeiah kauupalen

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 21 September 201g,:
BUPATI CIANJUR )

-

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 21 Seprember 2018

ABAN

ETARiS DAERAH
PATEN \tRN.ttr t,Uf"+Bt,*F"

td I "d'I'li* :-:

gBBIie DAERAH KABUPATEN

'd.

CIANJUR TAHUN 2OI8 NOMOR
T

l

79



T
BUFATI CIANJUR }

PROVIftSi JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR
, 

NOMOR 80 TAHUN 2018
:.''

TENTANGI

TIM PEI{ILAI KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

I 
BUPATI CIANJUR,

t
' a. " bahwa penilAian kinerja pegawai rregert sipil digunakan

untuk menjamin objektivitas dalam p-..rg.*Uangan
pegawai negeri sipil, dan dijadikan sebagai. persyaratan
dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat,
:emberian tunjangan dan sanksi; mutasi, dan promosi,' serta untuk mengikuti pendidilian dan pelatihan; .

b.' bahwa untuk memberikan pertimbangan dalam promosi
Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional pegawai
negeri sipil perlu dibentuk tim penilai kinerja pegawai' negeri sipil pada instansi Pemerintah Daerah;

c. bahwa Peraturan Bupati Cianjur Nomor 60 Tahun 2OOg
tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Cianjur.Nomor 24 Tahun 2Ot7 tentarlg perubahan Atas
Peraturan Bqpati Cia4jur Nomor 60 Tahun 2OOg tentang'
Badan Perti,mbangan Jabatan dan Kepangkatan sudah
tidak sesuai lagi rlengan Undang-Und"ang Nomor 5 Tahun
2AA' tentang Aparatur Sipil Negd.ra dan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen, Pegawai Negeri Sipil sehingga perlu diganti;

d.' bahwa berdasarkan 'pertimbangan sebagaimana
diniaksud dalam huruf a, huruf b, tan huruf i, perlu
n.*netapkan Peraturan Bupati tentang Tim Penilai
Kine{a Pegawai Negeri Sip.il;

I

Menirnbang . :
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. : 
'Mengingat ' : 1. Undang-Undang Nomor' 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan ' Daerah-Daerah Kahupate.n dalam' Lingkungan Provin'si Jawa Barat (Berita Negara Tahun
1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembi4tukan fabupaten
P,urwakarta dan Kabqpaten Subang ddngan mengubah' 

-

! , Undang-Un{ang Nomor 14 Tahun' 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah l(abupaten dalam
Lingkirngan Provinsi Jawa Barat (Lembaran NegaraI I Repubiik Indonesia Tahun,1968.Nomor 31, Tambahan

.l .1 Lembaran Negara Republik Ind0nesia Nomor 2851);
.: 2.' Undang-gd4?rg Nomor ' 23 Tahun 2014 tentang

Petnerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
It,*onesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimaria

Undang Nomor 9 Tdh'un 2015 tentang peru6ahan Kedua
Afac rr--'{o-- T T io- -^-t,,; ;;;-;^-:;:;Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan " Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan. Lembaran. . 

.. Negara Republik Indonesia Nomor 5679)';

'l 'l 
t' 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur
Sipil 'Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

'- Tahun 2Ol4 Nomor 5);
a

MEMUTUSKAN: .

'Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TLM PENILAI KINERJ.A
PEGAWAI NEGERI SIPIL..:

BAB I

,-(.{ PAsal .l .I

' ' 
Dalam Peratr..., Bupati ini yang dimaksud dengan:

l , 1. Daerah adalah Kabupaten CianiurL?J-

:' .r 2.' Bupati sebagai unsur penyelend*. Pemerintahan .Daerah: r#j"3IftTy#,-#::lri,H:ff" pemerintahan vans

3. Butr,ati adalah Bupati Cianjur.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Cianjur..:
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah .Kabupaten

Cianjur.

6. Perangkat Daerah selanjutnya disebut unsur pembantu
-?

- Bupati dan pewan Perwakilan Rakyat Daefah dalam' ''a
r . penyelenggara}., Urushn Pemerintahari yang menjadi

. '| kewenangan Daerah.

t,

.41



7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga. negara Indonesia yang *memenuhi syarat

" "tertentu, diangkat sebagai pegawai aparhtur sipil negara'
secara tetap.oleh pejabat pembina kepiegawaian untuk
menduduki j abatan pemerintahan.

8. Tim Penilai Kinerja PNS adalah Tim Penilai Kinerja Pegawai
, N:geri Sipil di Kabupaten Ciafrjul.

9.. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah
selanjutnya disingkat BKPPD ada-lah Badan Kepegawaian

' Penrlidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cianjur.

- BAB II

PEMBtrNTUKAN

?
'Dengan Peraturacr Bupati, ini dibentuk Tirir Penilai Kinerja

PNS berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

BAB irr .
I

ir Pasal 3

Tim Pc,rilai Kinerja PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2'bertugas memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam
menetapkan pertgangkatair, pemindahan dan pemberhentian
jabatan dan kepangkatap PNS di Daerah.

Pasal 4 r
" : * r | -(

Untuk melaksa4akan tugas sebagaimana tlimaksud da-lam
Pasal 3, Tim Penilai Kinerja PNS berfungsi .memberikan
pertimbanban mengenai :

a.. p:ngangkatan, pemindahan d.., pemberhentian PNS

. dalqm dan dari jabatan struktural maupun fungsionai;

b. pengangkatan dalam pangkat PNS, berupa:

1. '<enaikan pangkat pilihan baik yang d.ipercepat
maupun yang tidak dipercepat bagi inereka yang
rnenduduki jabatan Struktural;

2. kenaikan pangkat istimewa bagr mereka yang
berprestasi luar biasa atau rirenemukan penemuan

. baru yang bermanfaat bagi negara/d3terah; atau
- r 3. kenaikan pangkat penyesuaian ijazeh d,an kenaikan' '

. pangkat lainnya.

c. penunjukan atau 'penugasan PNS yang. dicalonkan
menjadi peserta pendidikan dan pelatihan

_ s:ruktural/fungsional untuk ?e+gangkatan dalam jabatan
'. struktural/ fungsional;

:l


